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ABSTRAK

Pada pandemi COVID-19 ini pemerintah mencoba
mengimplemetasikan surat edaran menteri tenagakerjaan nomor
M/3/HK.04/111/2020 tahun 2020 tentang perlindungan pekerja/ buruh
dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan
penanggulangan COVID-19 yaitu sehubungan dengan meningkatnya
penyebaran COVID-19 di beberapa wilayah Indonesia dan
memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO)
yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, perlu dilakukan
langkah-langkah guna melindungi pekerja/buruh serta kelangsungan
usaha. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana
implementasi perlindungan pekerja/ buruh dan kelangsungan usaha
dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di
kabupaten tulang bawang dan bagaimana tinjauan hukum Islam
terhadap implementasi perlindungan pekerja/ buruh dan kelangsungan
usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di
kabupaten tulang bawang.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Jenis
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
lapangan (field research). Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat
deskriptif analitis. Pengumpulan data dalam penelitian dengan cara
observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian analisis data
dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif analisis dengan berpikir
induktif.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa
Implementasi perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha
dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di
Kabupaten Tulang Bawang sudah berjalan dengan baik dan dapat
dinyatakan secara efektif dalam melindungi dan menanggapi dampak
yang dibuktikan melalui adanya antisipasi yang dilakukan oleh pelaku
usaha terhadap para pekerja demi keberlangsungan usaha bagi pelaku
usaha, pemberian upah yang diterima sebagai bentuk perlindungan
terhadap para pekerja sebagai wujud hak yang diterima oleh setiap



pekerja serta menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Tinjauan
hukum Islam terhadap implementasi perlindungan pekerja/ buruh dan
kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan
COVID-19 di Kabupaten Tulang Bawang sudah sesuai dengan hukum
Islam karena memenuhi prinsip-prinsip seperti kemerdekaan manusia,
kemuliaan derajat manusia, keadilan dan anti diskriminasi, serta
kelayakan upah pekerja. Karena didalam Surat Edaran tersebut
terdapat hak-hak pekerja yang terdampak COVID-19, dan bagi
pengusaha tetap bisa melakukan penangguhan upah sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Penangguhan upah
tersebut bisa dirundingkan antara pengusaha dan pekerja agar salah
satu pihak tersebut tidak merasa dirugikan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Implementasi, Surat Edaran Menteri
Tenaga Kerja
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.

Sebelum diadakan pembahasan lebih lanjut tentang judul
proposal ini terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul.
Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam
suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran
yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu
penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung
di dalam judul penelitian ini.

Peneltian yang akan dilakukan ini adalah berjudul:
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Surat Edaran
Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/111/2020 Tahun
2020 Tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh Dan Kelangsungan
Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan COVID-
19 (Studi Kasus di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang
Bawang)

Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu
sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam adalah seperangkat peraturan
tentang tingkah laku yang diakui dan diyakini baik yang
berhubungan dengan kepercayaan (agidah) maupun hukum-
hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

2. Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau
jasa baik untuk memnuhi kebutuhan sendiri maupun untuk
masyarakat.

! Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bab |
Pasal 1 Ayat 2.



3. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang
menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai
berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui
menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala
berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS)
dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).
Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19) adalah penyakit
jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya
pada manusia. Tanda dan gelaja umum infeksi COVID-19
antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam,
batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari
dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari.?

4. Hierarki Perundang-Undangan. Menteri Ketenagakerjaan
menerbitkan  Surat Edaran (SE) Menaker Nomor
M/3/HK.04/111/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh
dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan
Penanggulangan COVID-19 yang ditujukan kepada para
Gubernur di seluruh Indonesia.® Para Gubernur diminta
untuk melaksanakan dan menyampaikan surat edaran ini
kepada Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan
terkait di wilayahnya masing-masing. Para Gubernur perlu
mengupayakan pencegahan penyebaran dan penanganan
kasus terkait COVID-19 di lingkungan kerja

5. Hukum Islam adalah sekumpulan Kketetapan hukum
kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung
dalam sumber Al-Qur’an dan Sunnah baik ketetapan yang
secara langsung ataupun tidak langsung.”

2 Achmad Yurianto, Bambang Wibowo, P., Pedoman Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) (Jakarta: Kementerian Kesehatan
RI, 2020), 45.

® Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/111/2020 tentang
Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan
Penanggulangan COVID-19.

* Bunyana Solihin, Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi
Hukum dan Perundang-Undangan (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), 11.
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan
maksud dari judul skripsi ini adalah sebagai upaya untuk
mengetahui untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Implementasi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/3/HK.04/111/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/
Buruh Dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan
Penanggulangan COVID-19 (Studi Kasus di Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tulang Bawang).

B. Latar Belakang Masalah

Seluruh dunia sedang menghadapi permasalahan atau
ancaman Yyang sangat berdampak terhadap setiap kehidupan
manusia karena kehadiran virus COVID-19. Banyak Negara di
dunia merasa kesulitas dalam menanggulangi virus COVID-19
karena sangat amat berdampak pada bidang kesehatan.
Selain sektor kesehatan, pandemi COVID 19 berdampak terhadap
sektor ekonomi khususnya keberlangsungan pekerjaan dan
pendapatan. Data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April
2020 mencatat sebanyak 2.084.593 pekerja dari 116.370
perusahaan dirumahkan dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja.
Hal ini terjadi karena sejumlah perusahaan mengalami penurunan
produksi bahkan berhenti berproduksi. Untuk mengetahui
dampak pandemi COVID 19 terhadap tenaga kerjaan, Lembaga
lImu  Pengetahuan Indonesia  (LIPI), Badan Litbang
Ketenagakerjaan Kementrian Ketenagakerjaan dan Lembaga
Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
melakukan surver online. Survei dilakukan selama periode 24
April sampai 2 Mei 2020 terhadap penduduk usia 15 tahun
keatas, dengan jumlah responden yang terjaring sebanyak 2.160
responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.’

Dampak pandemi COVID 19 terhadap dunia

5 Ngadi, "Survei Dampak Darurat Virus Corona Terhadap Tenaga Kerja
Indonesia,” Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia," Brin.go.id, 2020,
https://ipsh.brin.go.id/2020/05/22/dampak-darurat-virus-corona-terhadap-tenaga-
kerja-indonesia/.



ketenagakerjaan di Indonesia dilihat dari sisi pekerja, pengusaha
dan usaha mandiri. Dari sisi pekerja, terjadinya gelombang PHK
tenaga kerja dan penurunan pendapatan sebagai akibat
terganggunya kegiatan usaha pada sebagian besar sektor.
Sebanyak 15,6% pekerja mengalami PHK dan 40% pekerja
mengalami penurunan pendapatan, diantaranya sebanyak 7%
pendapatan buruh turun sampai 50%. Kondisi ini berpengaruh
pada kelangsungan hidup pekerja serta keluarganya. Selain itu,
pandemi COVID 19 menyebabkan terhentinya kegiatan usaha
dan rendahnya kemampuan bertahan pengusaha. Hasil survei
mencatat 39,4 persen usaha terhenti, dan 57,1 persen usaha
mengalami penurunan produksi. Hanya 3,5 persen yang tidak
terdampak. Kemampuan bertahan oleh di kalangan dunia usaha
juga mengalami keterbatasan. Sebanyak 41% pengusaha hanya
dapat bertahan kurang dari tiga bulan. Artinya pada bulan
Agustus usaha mereka akan terhenti. Sebanyak 24% pengusaha
mampu bertahan selama 3-6 bulan, 11% mampu bertahan selama
6-12 bulan ke depan, dan 24% mampu bertahan lebih dari 12
bulan.®

Sementara dampak COVID 19 pada usaha mandiri
membuat usaha menjadi terhenti dan sebagian mengalami
penurunan produksi. Sebanyak 40% usaha mandiri terhenti
kegiatan usahanya, dan 52% mengalami penurunan kegiatan
produksi. “Hal ini berdampak 35 persen usaha mandiri tanpa
pendapatan dan 28 persen pendapatan menurun hingga 50
persen,” paparnya. Dampak COVID 19 juga berdampak pada
pekerja bebas sektor pertanian dan non-pertanian atau pekerja
“serabutan” yang bekerja jika ada permintaan bekerja. Hasil
survei menunjukkan sebanyak 55% pekerja bebas pertanian dan
non-pertanian tidak ada pekerjaan, dan 38% order berkurang.
Dilihat dari pendapatan, sebanyak 58% pekerja bebas tidak
memiliki pendapatan selama masa pandemi COVID 19 dan 28%

Ners,

® Syahrial, "Dampak Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja Indonesia," Jurnal
Volume 4 Nomor 2 (2020): 22,

http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/ners.



pendapatan berkurang sampai 30%.’

Berdasarkan pra riset dengan ibu Ahmad selaku kasubbag
umum dan kepegawaian mengenai dampak COVID-19 yang
terjadi pada tenaga kerja atau kelangsungan usaha berdampak
pada kesulitan ekonomi. Salah satunya tidak terpenuhi nya hak-
hak pekerja. Adapun pelaku usaha terpaksa merumahkan pekerja
bahkan sampai melayangkan PHK dengan tidak memberikan
upah dan membayar pesangon. Situasi tersebut membuat para
pekerja mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan diri nya
dan keluarganya.® Salah satu dampak nyata adalah kesulitan
ekonomi yang dihadapi oleh pekerja, yang pada akhirnya
mengakibatkan ketidakpenuhan hak-hak pekerja. Pelaku usaha
terpaksa mengambil tindakan drastis seperti merumahkan pekerja
dan bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), tanpa
memberikan upah serta pembayaran pesangon. Situasi ini
menimbulkan konsekuensi serius bagi para pekerja, yang Kini
menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan diri sendiri
dan keluarganya. Tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga
terhambatnya akses terhadap upah dan hak-hak yang seharusnya
mereka dapatkan. Kesulitan ekonomi semacam ini memberikan
tekanan ekstra pada kehidupan sehari-hari para pekerja,
menciptakan tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti
pangan, perumahan, dan kesehatan. Oleh karena itu, perlu
dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menggali dampak secara
menyeluruh dan mencari solusi yang mungkin dapat membantu
mitigasi masalah ini. Studi ini dapat mencakup analisis mendalam
terhadap kebijakan pemerintah, respon dari sektor bisnis, dan
potensi solusi untuk mendukung pekerja yang terdampak secara
ekonomi akibat pandemi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan
merupakan kondisi yang utama atau suatu keharusan bagi
kelangsungan  pembangunan ekonomi dan  peningkatan

7 -
Ibid.
8 Ahmad, (Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi) “Dampak Covid-19 Bagi Tenaga Kerja,” Wawancara dengan Penulis,
22 Desember 2020.



kesejahteraan. Dalam mencapai sesuatu kesejahteraan salah
satunya dibutuhkan kesempatan kerja yang mendukung dan
adanya pemerataan pendapatan di masyarakat. Pasal 27 ayat 2
UUD tahun 1945 tentang tenaga kerja, menyatakan bahwa tiap-
tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan.” Hal ini berarti, bahwa secara
konstitusional, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan
pekerjaan dalam jumlah yang cukup, produktif dan remuneratif.
Sehingga masyarakat tetap masih berpenghasilan dan mampu
memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kehidupan manusia membutuhkan sebuah kebutuhan
yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk
memenuhi kebutuhan tersebut harus ada cara yang harus
ditempuh agar kebutuhan-kebutuhan itu dapat tercapai, sehingga
taraf kesejahteraan dapat terpenuhi. Manusia dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya dituntut untuk berusaha dan bekerja, baik
pekerjaan yang diusahakannya sendiri ataupun bekerja pada
orang lain. Tenaga kerja (manpower) adalah penduduk yang
sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan
yang melaksanakan kegiatan lain seperti sekolah dan mengurus
rumah tangga.’°

Pada pandemi COVID-19 ini pemerintah mencoba
mengimplemetasikan surat edaran menteri tenagakerjaan nomor
M/3/HK.04/111/2020 tahun 2020 tentang perlindungan pekerja/
buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan
penanggulangan COVID-19 vyaitu sehubungan dengan
meningkatnya penyebaran COVID-19 di beberapa wilayah
Indonesia dan memperhatikan pernyataan resmi World Health
Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai
pandemi global, perlu dilakukan langkah-langkah guna
melindungi pekerja/buruh serta kelangsungan usaha. Berkaitan

®  Muhadir, "Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran dan Kemiskinan di

Indonesia,” Jurnal Al-Buhuts, Volume 11 Nomor 1 (Juni 2015): 5,
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab.

10 Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta: PT
Asdi Mahasatya, 2001), 34.
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dengan hal tersebut, diminta kepada para Gubernur untuk: (1)
Mengupayakan Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Kasus
terkait COVID-19 di Lingkungan Kerja dan (2) Melaksanakan
Pelindungan Pengupahan bagi Pekerja/Buruh terkait Pandemi
COVID-19.

Bekerja adalah ibadah dalam Islam, karena dengan
bekerja, kita sudah berusaha mencari keridhaan Allah untuk
mendapatkan rezeki yang halal.Nabi Muhammad SAW dalam
salah satu haditsnya bersabda “Jika ada seseorang di antara
kamu yang mengambil tali dan mengikatkan di punggungnya lalu
kembali dengan membawa seikat kayu bakar di atas
punggungnya dan menjualnya, sehingga dengan itu Allah
memberinya kehormatan, itu lebih baik baginya daripada
meminta-minta,  baik  diberi  atau  ditolaknya.” (HR.
Bukhari)."*Selain itu Allah menjelaskan dalam Al-Quran terkait
mencari pekerjaan dan bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung
jawabnya.

[ colny O L€ ) j iy ’LLSU.;JdJJJIM@ g/l

;
z

z

“Sesungguhnya  Tuhanmu  melapangkan  rezeki  dan
membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya,
Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat hamba-hamba-Nya."
(QS. Al-lsra: 30)

Penjelasan al-Qu’ran di atas bahwa (1) Tuhanmu (Allah
SWT) akan melapangkan rezeki kepada siapa saja yang ia
kehendaki, (2) Tuhanmu (Alah SWT) akan menyebutkannya bagi
siapa saja yang ia kehendaki untuk suatu hikmah yang besar, (3)
Allah maha melihat (Al khabir), dan (4) Tiada suatu urusan yang
disembunyikan oleh hamba-hambanya darinya.

11 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahan
(Bandung: Syamil Qur'an, 2012), 239.



Sedangkan dimasa pandemi ini maka Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
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“Tha’un (wabah penyakit menular) adalah suatu
peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menguji
hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu
mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah
kamu masuk ke negeri itu.Dan apabila wabah itu berjangkit di
negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari
daripadanya.” (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).

Berdasarkan penjelasan di atas, kajian penelitian ini akan
meninjau secara hukum Islam tentang implementasi perlindungan
pekerja/ buru dan kelangsungan usaha dalam rangka pencengahan
dan penganggulangn COVID-19 terkhusus di dinas kerja
kabupaten Tulang Bawang, menarik penulis untuk menyusun
penelitian yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Implementasi Surat Edaran Menteri Tenagakerjaan Nomor
M/3/HK.04/111/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/
Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan
Penanggulangan COVID-19 (Studi Kasus Di Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tulang Bawang)”.

Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus
penelitian ini adalah implementasi Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/3/Hk.04/111/2020 Tahun 2020
Tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh dan Kelangsungan Usaha
dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang. Dari fokus
penelitian tersebut kemudian sub fokus nya yaitu Tinjauan
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Hukum Islam Terhadap Implementasi Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/1ii/2020 Tahun 2020
Tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh Dan Kelangsungan Usaha
Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan COVID-19 di
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang Kabupaten
Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa
Rokok

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka permasalahan
penelitian ini adalah:

1. Bagaimana  implementasi Surat  Edaran Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/111/2020 Tahun 2020
Tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh dan Kelangsungan
Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan
COVID-19 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang
Bawang ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi
Surat  Edaran  Menteri  Ketenagakerjaan ~ Nomor
M/3/HKk.04/111/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan
Pekerja/ Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka
Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang?

E. Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan :

1. Implementasi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/3/Hk.04/111/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan
Pekerja/ Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka
Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Tulang Bawang.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Surat Edaran
Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/Hk.04/111/2020 Tahun
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2020 Tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh dan Kelangsungan
Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan
COVID-19 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang
Bawang.

F. Manfaat Penelitian

1.

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

Keguanaan secara teoritis yaitu sebagai ilmu pengetahuan
kepada para pembaca untuk mengetahui pandangan hukum
Islam tentang implementasi perlindungan pekerja/buruh dan
kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan
penanggulangan COVID-19.

Kegunaan praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi
penulis untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di
Fakultas Syariah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan ini dapat

digunakan untuk mengetahui aspek orisinalitas dan kejujuran dari
penelitian ini. Selain itu, hal tersebut sebagai antisipasi adanya
unsur plagiat dalam tesis ini maupun diduplikat oleh pihak lain
yang tidak bertanggung jawab. Sebelum Penulis menguraikan
lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang penelitian
yang berkaitan dengan tesis ini. Menurut hemat penulis, terdapat
beberapa penelitian yang memiliki objek kajian yang sama
berkaitan dengan penelitian penulis ialah sebagai berikut:

1. Penelitian Novi Lestari dan Elan Jaelani (2018) dengan judul

“tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan tenaga kerja
perempuan.” Tujuan penelitian ini adalah membahas
bagaimana Hukum Islam mengatur kedudukan dan
Perlindungan Tenaga Kerja perempuan sebagai mana yang
sudah diatur dalam Pasal 76 UU NO. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan: 1) pengertian
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hukum ialah peraturan mengenai tingkah laku manusia dan
pergaulan masyarakat yang diadakan oleh badanbadan resmi
yang berwajib, bersifat memaksa, dan memiliki konsekuensi
sanksi terhadap pelanggaran, 2) Perlindungan terhadap wanita
sebenarnya telah diatur dalam undang-undang. Perlindungan
terhadap wanita dalam UU No.13 Tahun 2003 diatur pada
pasal 76, namun perlu dikaji lebih dalam lagi karena
menyangkut stabilitas social, 3) Analisis Hukum Islam
terhadap perlindungan tenaga kerja wanita menurut UU No 13
Tahun 2003 pasal 76 tentang ketenagakerjaan setiap manusia
termasuk wanita berhak untuk bekerja dan mendapat ganjaran
yang setimpal apa yang mereka kerjakan. Sehingga dalam
islam hukum wanita yang bekerja adalah mubah atau
diperbolehkan, 4) namun setidaknya pekerja wanita harus tahu
posisi dan kedudukannya di rumah, masyarakat dan di
lingkungan tempat kerja. Dimana yang paling utama dari
ketiga tanggung jawabnya adalah tugas di rumah dimana ia
harus mengurus rumah, melayani suami dan anaknya.*?

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama
membahas tentang tenaga kerja. Sedangkan perbedaan
penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu penulis akan
membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Implementasi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/3/HK.04/111/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan
Pekerja/ Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka
Pencegahan Dan Penanggulangan COVID-19 yangmana
penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Tulang Bawang.

2. Penelitian Daniel Marshal Sajou, dkk (2020) dengan judul
“Peran Negara Atas Perlindungan Hukum Tenaga Kerja
Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19.” Tujuan
penelitian ini adalah membahas dan menganalisa lebih

2 Novi Lestari and Elan Jaelani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan,” Jurnal Al Amwal , Volume 1 Nomor 1
(Agustus  2018): 119-32, https://media.neliti.com/media/publications/280238-
tinjauan-hukum-islam-terhadap-perlindung-1047519d.pdf.
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komperhensif terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah untuk para pekerja/buruh. Maka perlu adanya
perlindungan hukum bagi para pekerja di masa pandemi
COVID-19. Hasil akhir dari penelitian ini adalah upaya
pemerintah dalam menangani perlindungan tenaga kerja pada
masa pandemi COVID-19 dan tingkat keberhasilan atau
efektvitas kebijakan pemerintah atas perlindungan hukum
terhadap Tenaga Kerja Indonesia pada masa pandemi.
Berdasarkan analisa data yang dilakukan, untuk melindungi
hak pekerja pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan
yang dapat dijadikan solusi bagi para pekerja agar dapat tetap
bertahan di masa pandemi COVID-19, beberapa
kebijakannya, yaitu: kebijakan kartu prakerja yang bertujuan
untuk  memberantas  kemiskinan  dan  mengurangi
pengangguran, pemberian insentif bagi tenaga kerja medis
sebagai bentuk apresiasi, penerbitan kebijakan dan
perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertujuan untuk
memberikan perlindungan bagi tenaga kerja di masa
pandemi COVID-19 serta menjamin  keselamatan  para
pekerja.'®

Persamaan dalam penelitian ini adalah permasalahan
yang dihadapi ketenagakerjaan dimasa pandemi COVID-19
dan perlindungan hukum tenaga kerja, perbedaan penelitian di
atas dengan penelitian penulis yaitu penulis akan membahas
tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Surat
Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/111/2020
Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh Dan
Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan
Penanggulangan COVID-19 vyangmana penelitian ini
dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang.

B3 Daniel Marsha Sajou and Kerenhapukh Milka Tarmadi Putri, “Peran

Negara Atas Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Pada Masa Pandemi
Covid-19,” Jurnal Syntax Transformation, Volume 1 Nomor 8 (2020): 2721-3854,
https://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/137.
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3. Penelitian Syahrial (2020) dengan judul “Dampak COVID-19

Terhadap Tenaga Kerja Indonesia.” Tujuan penelitian ini
adalah mengetahui dampak COVID-19 terhadap tenaga kerja
Indonesia dan mengetahui perlindungan social untuk pekerja
rentan COVID-19 terhadap tenaga kerja di Indonesia. Hasil
penelitian dapat disimpulkan, Pandemi juga dapat memiliki
dampak ekonomi yang tidak proporsional pada segmen
tertentu dari populasi, yang dapat memperburuk ketimpangan
yang mempengaruhi sebagian besar kelompok pekerja, seperti
. Pekerja yang sudah memiliki masalah dengan kondisi
kesehatan, Kaum muda yang sudah menghadapi tingkat
pengangguran dan setengah pengangguran yang lebih tinggi,
Pekerja yang lebih tua yang mungkin menghadapi risiko lebih
tinggi terkena masalah kesehatan yang serius dan
kemungkinan menderita kerentanan ekonomi, Perempuan
yang terlalu banyak mewakili pekerjaan-pekerjaan yang
berada di garis depan dalam menangani pandemi dan yang
akan menanggung beban yang tidak proporsional dalam
tanggung jawab perawatan terkait dengan penutupan sekolah
atau sistem keperawatan, Pekerja yang tidak terlindungi,
termasuk pekerja mandiri, pekerja kasual dan pekerja
musiman yang tidak memunyai akses terhadap mekanisme
cuti dibayar atau sakit dan Pekerja migran yang mungkin tidak
dapat mengakses tempat kerja mereka di Negara tujuan
ataupun kembali pulang kepada keluarga mereka. Ketidak
menentuan dan kesulitan hidup menjadikan kelompok rentan
ini memerlukan jaring pengaman sosial, seperti jaminan
kesehatan dan jaminan sosial. Melalui penyediaan jaminan
kesehatan dan jaminan sosial, maka kehidupan masyarakat
yang paling rentan menjadi terlindungi, baik pada saat tidak
ada krisis maupun pada saat krisis. Dengan adanya
perlindungan sosial ini, pekerja rentan dapat tetap hidup
dalam kondisi sehat dan tetap mampu bekerja untuk
memenuhi kehidupan mereka dan keluarganya pada hari
depan. Tanpa jaminan kesehatan dan jaminan sosial, maka
krisis akibat pandemi COVID-19 ini akan merenggut harapan
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dan kehidupan kelompok rentan.**

Persamaan dalam penelitian ini adalah permasalahan
yang dihadapi ketenagakerjaan dimasa pandemic COVID-19
dan variabel pembahasan yang diteliti yaitu tentang
ketenagakerjaan, sedangkan perbedaannya penulis akan
membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Implementasi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/3/Hk.04/111/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan
Pekerja/ Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka
Pencegahan Dan Penanggulangan COVID-19 penelitian ini
dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang.

4. Penelitian  Azhari  Agussalim  (2022) dengan judul
“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Dibidang
Keselamatan Kerja di PT. Prima Karya Manunggal.” Hasil
dari penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa di PT.
Prima Karya Manunggal belum optimal dalam pemenuhan
hak pekerja dalam bidang keselamatan kerja karena belum
memenuhi standar sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Salah satunya yakni belum
berjalannya manajemen Alat Pelindung Diri dan pelatihan
keselamatan kerja kepada para pekerja secara menyeluruh.
Dengan demikian akibat hukum yang ditimbulkan jika tidak
terpenuhinya hak keselamatan kerja karyawan di PT. Prima
Karya Manunggal maka dapat diberikan sanksi berupa
teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha
sampai dengan pencabutan izin.*

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama
membahas perlindungan tenaga. Perbedaannya penulis akan
membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Implementasi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/3/Hk.04/111/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan

¥ Syahrial, “Dampak Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja Di Indonesia,” Jurnal
Ners, Volume 4 No. 2 (Oktober 2020): 21-29, https://doi.org/10.31004/jn.v4i2.1022.

15 Azhari Agussali, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Dibidang
Keselamatan Kerja di PT. Prima Karya Manunggal” (Skripsi, Universitas Hasanuddin
Makassar, 2022), 7.
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Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka
Pencegahan Dan Penanggulangan COVID-19 yang mana
penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Tulang Bawang

5. Penelitian Muhammad Afif Felani dan Deddy Effendy (2023)
dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang
Dirumahkan Pada Pt.X Kab.Bandung Ditinjau Dari Peraturan
Pemerintah No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Dan
Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Cipta Kerja.” peneltian
ini tentunya bertujuan untuk mengetahui kebijakan dalam
dirumahkannya parapekerja pada masa pandemi COVID-19
dan juga untuk mengetahui perlindungan hukum dari
pemerintah mengenai pekerja yang dirumahkan tetapi tidak
dibayarkan upahnya di PT X Kab Bandung pada masa
pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil dari penelitian ini
dapat disimpulkan bahwa pekerja yang dirumahkan pada masa
pandemi COVID-19 di PT X Kab Bandung belum
mendapatkan pemenuhan hak dari perusahaan terkait upah
yang tidak dibayarkan dan juga upah yang seharusnya
didapatkan oleh para pekerja, hal ini tentunya tidak sesuai
dengan ketentuan Peraturan Pemerintah N0.36 Tahun 2021
Tetang Pengupahan,Undang-Undang No.11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja.dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja
No.3 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan
Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan
Penanggulangan COVID-19 dihubungkan dengan Peraturan
Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan,Undang-
Undang No.11 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Tenaga
Kerja No.M/3/HK.04/111/2020 Tahun 2020.'

1 Muhammad Afif Felani, Deddy Effendy, “Perlindungan Hukum Terhadap
Pekerja Yang Dirumahkan Pada Pt.X Kab.Bandung Ditinjau Dari Peraturan
Pemerintah No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Dan Undang-Undang No 11
Tahun 2020 Cipta Kerja,” Jurnal Law Studies, Volume 3 No. 1 (2023): 637,
https://doi.org/10.29313/bcsls.v3il.5075.
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Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama
membahas perlindungan tenaga. Perbedaannya penulis akan
membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Implementasi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/3/HK.04/111/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan
Pekerja/Burun Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka
Pencegahan Dan Penanggulangan COVID-19 yang mana
penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Tulang Bawang.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang

digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas
data dalam suatu penelitian untuk memperolen pemecahan
terhadap masalah.”” Dan dalam penelitian ini penulis
menggunakan metode-metodesebagai berikut:

Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian menggunakan pendekatan normatif
yaitu pendekatan dari segi hukum yang berdasarkan peraturan
pemerintah yang berlaku dengan menidentifikasikan dan
mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan
yang berlaku pada suatu dan tempat sebagai produk dari suatu
kekuasaan tertentu yang berdaulat.*®

Sifat penelitian secara kualitatif yaitu penelitian ini
hanya menganalisis, memaparkan dan melaporkan keadaan
objek tanpa menarik kesimpulan umum dari pola pemikiran
objek tersebut, kemudian pada akhir pembahasan dilakukan
analisis kritis pemikiran objek dengan kata-kata secara
gamblang.

7 Subagyo Joko, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek (Jakarta: PT

Rineka Cipta, 1994), 34.

¥Rony Hanintijo, Metodelogi Penelitian Hukum Makalah disampaikan

Pelatihan Metodeogi Penelitian Ilmu Sosial, (Semarang : Fakultas Hukum UNDIP,
1999), 11.
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2. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian adalah
data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang
lansung memberikan data kepada pengumpul data. Data
primer adalah data pertama kali yang dikumpulkan oleh
peneliti  melalui upaya pengambilan datadi lapangan
langsung. Karena hal inilah data primer disebut sebagai data
pertama atau data mentah. Serta data sekunder adalah data
yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul
data, data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku
yang membicarakan topik yang berhubungan langsung
maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan
kajian ini akan tetapi mempunyai relavan dengan
permasalahan yang akan dikaji."®

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan komponen yang
mempengaruhi  kualitas data hasil penelitian. Kualitas
pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang
digunakan untuk mengumpulkan data. Adapun metode
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah:

a. Observasi

Metode observasi yaitu pengumpulan data dengan
cara cermat dan sistematik. Dengan demikian observasi
yang dilakukan akan diteliti dan dapat melihat secara
langsung kondisi di lapangan. Serta mencatat kegiatan atau
situasi objek yang diteliti di Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tulang Bawang.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara
melakukan wawancara langsung kepada responden.?

1% Sugiono, Metodologi Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R & D (Bandung:
Alfabeta, 2008), 137.
20 Sytrisno Hadi, Metode Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), 192.
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Dengan cara tanya jawab secara lisan maupun tulisan dan
bertatap muka secara langsung atau melalui pesawat
telepon dengan narasumber. Jawaban-jawaban responden
dicatat atau direkam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tulisan atau film,
dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya
permintaan dari seorang penyidik.?* Dokumentasi
merupakan salah satu memperoleh data dengan cara
pencatatan hasil wawancara, foto-foto yang diperlukan
dalam penelitian, hasil rekaman oleh narasumber.

4. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan
menggunakan perkiraan induktif yaitu menarik suatu
kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang
bersifat individual, kemudian data diolah dengan benar-benar
memilih secara hati-hati data yang relevan tetap, dan berkaitan
dengan masalah yang tengah diteliti yaitu implementasi
perlindungan pekerja/ buruh dan kelangsungan usaha dalam
rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di
Kabupaten Tulang Bawang dan akan dibahas pula secara
hukum Islam. Kemudian data digolongkan dan disusun
menurut aturan tertentu secara teratur, berurutan, logis
sehingga mudah dipahami.

5. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan,maka langkah
selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar
dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis
menggunakan metode berfikir deduktif yakni berangkat dari
fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit.
Kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang umum kongkrit
itu ditarik ke generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat

2L |exy J. Moeleong, MetodePenelitianKualitatif ~ (Bandung: Rosdakarya,
2010), 216.
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khusus.

Metode analisis yang digunakan adalah dengan
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif
adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran tentang
suatu keadaan secara objektif. Kualitatif adalah peneltian yang
menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan
perilaku orang-orang yang diamati.**

Penelitian ini menganalisa data yang diperoleh dari
hasil observasi dan wawancara mengenai kawasan tanpa
rokok sehingga dapat digeneralisasiakan menjadi suatu
kesimpulan umum yang sesuai pengamatan peneliti di
lapangan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini
maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing
masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu
merupakan suatu pembahasan yang utuh , yang saling berkaitan
dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

Bab | Pendahuluan, bab ini merupakan pendahuluan
sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi
beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di
uraikan menjadi beberapa sub- bab yaitu latar belakang masalah,
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang
relevan metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Il Landasan Teori, Bab ini memuat tentang
implementasi, teori perundang-undangan dan Hukum.

Bab Il Temuan Lapangan, Bab ketiga merupakan
gambaran umum Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang
yang meliputi Sejarah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang

2230erjono  Soekanto, PengantarPenelitianHukum  (Jakarta: Universitas
Indonesia Press, 1986), 112.
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Bawang, Visi dan Misi, Susunan Organisasi, Kedudukan, tugas,
pokok dan fungsi dan Tugas dan wewenang pegawai Tenaga
Kerja Kabupaten Tulang Bawang. Sub bab selanjutnya yaitu
Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Tulang Bawang Terhadap
Perlindungan Pekerja/ Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam
Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan COVID-19

Bab IV Analisis, Bab keempat beisi tentang hasil
penelitian  yaitu  Implementasi Surat Edaran  Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/3/Hk.04/111/2020 Tahun 2020
Tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh dan Kelangsungan Usaha
dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang. Tinjauan hukum
Islam  terhadap implementasi Surat Edaran  Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/3/Hk.04/111/2020 Tahun 2020
Tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh dan Kelangsungan Usaha
dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang.

Bab V Penutup, Bab ini merupakan bab yang paling akhir
dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dan
rekomendasi.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap

Implementasi Surat Edaran Menteri Tenagakerjaan Nomor
M/3/Hk.04/1ii/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/
Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan Dan
Penanggulangan COVID-19 (Studi Kasus di Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tulang Bawang) dapat disimpulkan bahwa:

1.

Implementasi perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan
usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan
COVID-19 di Kabupaten Tulang Bawang sudah berjalan
dengan baik dan dapat dinyatakan secara efektif dalam
melindungi dan menanggapi dampak yang dibuktikan melalui
adanya antisipasi yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap
para pekerja demi keberlangsungan usaha bagi pelaku usaha,
pemberian upah yang diterima sebagai bentuk perlindungan
terhadap para pekerja sebagai wujud hak yang diterima oleh
setiap pekerja serta menerapkan protokol pencegahan
COVID-19.

Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi perlindungan
pekerja/ buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka
pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten
Tulang Bawang sudah sesuai dengan hukum Islam karena
memenuhi prinsip-prinsip seperti kemerdekaan manusia,
kemuliaan derajat manusia, keadilan dan anti diskriminasi,
serta kelayakan upah pekerja. Karena didalam Surat Edaran
tersebut terdapat hak-hak pekerja yang terdampak COVID-19,
dan bagi pengusaha tetap bisa melakukan penangguhan upah
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Penangguhan upah tersebut bisa dirundingkan antara

89
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pengusaha dan pekerja agar salah satu pihak tersebut tidak
merasa dirugikan.

B. Rekomendasi

1. Perlindungan terhadap hak upah tenaga kerja seharusnya
menjadi hal yang harus dibenahi dan diperhatikan oleh setiap
perusahaan, karena hal tersebut mempengaruhi standarisasi
pendapatan para pekerjanya.

2. Bagi perusahaan hendaknya dalam melakukan pemutusan
hubungan kerja harus sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan aturan
Islam, supaya tidak ada pihak yang dirugikan.
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